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Eksistensi Pengadilan

• Pengadilan adalah institusi Negara hukum yang diberi
wewenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu
perkara.

• Pengadilan adalah sub sistem dari sistem penegakan hukum
yang dapat digunakan oleh negara atau setiap orang untuk
menyelesaikan pelanggaran hukum atau sengketa. Karena
itu, pengadilan harus dapat diakses dengan mudah, terbuka,
dan akuntabel.



Aksessabilitas

• Akses ke Keadilan adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga
Negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan,
pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan
melalui lembaga pengadilan.

• Kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan Aksessabilitas pengadilan
adalah bahwa negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar manusia
dan warga negara berdasarkan UUD 1945.

• Warga negara sebagai bagian dari masyarakat mengetahui,
memahami dan menggunakan hak-hak dasar tersebut, dan di dukung
oleh mekanisme keluhan public yang baik dan responsif.



• Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana
masyarakat telah memperoleh akses ke pengadilan yaitu: (1)
ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) pengetahuan dan
kesadaran hukum; (3) penanganan keluhan yang efektif; (4)
pemulihan hak yang memuaskan.

• Individu dan atau kelompok penyandang disabilitas ada kebutuhan
untuk menempatkan konsep akses terhadap pengadilan sebagai suatu
affirmative action berdasarkan perspektif hak asasi manusia dengan
tujuan bukan untuk menimbulkan diskriminasi, tetapi sebagai
‘bantuan’ yang bersifat sementara bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan sampai mereka berada dalam posisi mampu untuk
memperoleh akses terhadap keadilan.



Perspektif dan Kebijakan KY

• Komisi Yudisial (KY) berpandangan bahwa pengadilan harus
dapat diakses agar setiap orang dapat memperoleh peluang
dan kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-hak
dan kepentingan-kepentingannya.

• Dalam kaitan tersebut, KY berpandangan bahwa pengadilan
harus memiliki perspektif HAM yang kuat agar dapat
mengerti dan memahami pelbagai dimensi HAM yang terkait
dengan kepentingan para pencari keadilan.



• Dengan cara demikian, KY berharap terjadi perubahan paradigma tentang
lembaga pengadilan; bahwa pengadilan adalah institusi publik, yang harus
mudah diakses oleh siapa saja; baik dalam pengertian fisik maupun
simbolik.

• Individu dan atau kelompok penyandang disabilitas harus dipahami tidak
hanya sebatas ketidakmampuan fisik, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-
hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang
dalam menjalani kehidupan secara normal.

• Pemberdayaan dalam memperoleh hak-hak dasarnya melalui jalur formal,
dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi dan menanggulangi
keterpinggiran mereka.

• Tanpa ada kemampuan untuk mempertahankan atau memperjuangkan
hak-hak tersebut, maka akan sulit bagi mereka untuk dapat
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan
bermartabat.



• Dalam kaitan tersebut, semenjak tahun 2011, KY telah
menetapkan kebijakan penguatan pengetahuan dan
pemahaman HAM terhadap hakim.

• Mendeseminasi prinsip-prinsip pengadilan yang fair.
• Mensosialisasi temuan-temuan dari laporan masyarakat

terkait diabaikannya hak-hak terdakwa atau para pihak di
pengadilan. Misalnya, tidak tersedianya penerjemah bagi
individu penyandang tuna rungu.



• Laporan ditunda-tundanya persidangan karena pengadilan belum
menyediakan penerjemah.

• Sulitnya penyandang disabilitas untuk hadir di persidangan karena
tidak tersedianya sarana yang bisa diakses (ruang sidang di atas)

• Langkah-langkah KY ke depan adalah menjadikan paradigma
disabilitas sebagai salah satu materi pengawasan, sekaligus agenda
perubahan yang akan diadvokasikan ke DPR, Pemerintah, dan MA.

• Bekerjasama dengan Ombudsman, karena sebagian dari ada tidaknya
akses, terletak pada baik buruknya administrasi pelayanan.
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